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TENTANG

PERIIBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
T88II64IK]41 1.101 .A3I2OO7 TENTANG PENLINJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT YANG DIBEzu WEWENANG MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR (SPM), PENGESAHAN SURAT
PERTANGGLTNGJAWABAN (SPJ), BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERIA PERANGKAT
DAERAF{ (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 2008.

Menimbang

Mengingat

BUPATI NGANJUK

: bahwa dengan adanya pegawai yang mutasi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, maka perlu mergubah yang

Keempat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 18811641W411.101 .0312007,

tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang

Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat

Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah

Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

2.

3.

Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Ferbendaharaan Negara ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentartg Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan LayananUmum ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

4.

5.

6,

7.

8.



Menetapkan

PERTAMA

-2-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ;

trO. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tr3 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor l88ll64lW41 1.10i .0312.)07 tentang
Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang
Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat

Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 ;

14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor l88l28lK/411.101 .0312008 tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
I88lI64lW41 1.101 .0312007 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pe.jabat

Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar
(SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara

Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran
2008.

15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor I88l3lll</411.101 .0312008 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
l88ll64lW41 1.101.03 12007 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat

Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar
(SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara

Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Keq'a Perangkat

Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran
2008.

16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor r88159/K141i"101.03/2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nornor
l88lr64/zu411.101 .0312007 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat
Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar
(SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara
Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Ke4'a Perangkat

Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran
2008.

MEMUTUSKAN :

Mengubah yang Keempat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
I8811641W411.101 .0312007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang
Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM),
Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, pada lampirannya
sebagai berikut :



KEDUA

KETIGA
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1. Halaman 3 (tiga) Nomor urut 5 (lima) kolom 3 (tiga) semula tertulis Ir"

Eddy Hendriyanto, Dipl, HE, IV/b, NIP. 110 035 719 diubah dan diganti
Drs. H. Masduqi,IVIM, [V/b, NIP. 160 033 798"

2. Halaman 3 (tiga) Nomor urut 5 (lima) kolom 3 (tiga) semula tertulis Amal
Ediantoro, ST IIVc, NIP. 380 023 556 diubah dan diganti Bambang

Setiarso, ST, III/b, NIP. 510 089 790.

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
T88ll64lK/411.101 .0312007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang

Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM),
Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan

Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, Keputusan Bupati
Nganjuk Nomor r88l28lKJ 41 1. 1 01.03/2008 Nomor
I88l3llK41 1.101.03/2008 dan Nomor L88l59lK/411.101 .0312|,08 masih
tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2008.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: NGANJUK
: 9 Juni 2008

BUPATI NGANJUK

dto

DTs. H. TAUFIQURRAHMAN

MOH. GHUFRON. SII. M. Si
Pembina

NIP. 010 rs3 759

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten TataPraja
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